Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 3197/Pdt.G/2019/PA.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 04 September 1997 (umur 22
tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa
Slarang Kidul RT 008 RW 002 Kecamatan XXXX,
Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pemalang 03 April 1982 (umur 37
tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Jatipurwo RT
001 RW 003, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonogiri,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2019
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3197/Pdt.G/2019/PA.Slw , tanggal 04
Oktober 2019 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017,Tergugat telah melangsungkan
pernikahan Secara Islam dengan Penggugat yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal
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sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0284/038/V/2017
tertanggal 18 Juli 2017, serta sebelum menikah Penggugat berstatus

Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di alamat Desa Slarang
Kidul RT 008 RW 002, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selama 1

(satu) tahun;
3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah

berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul), sudah
dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama JULIAN PRATAMA umur 2 tahun,

sekarang diasuh oleh Penggugat dalam pernikahan belum pernah bercerai;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

harmonis,juga membahagiakan, sejak tahun 2018 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah perselisihan, pertengkaran yang
terus menerus disebabkan Tergugat memberi nafkah akan tetapi kurang

mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa semenjak permasalahan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat sampai sekarang, berkediaman di rumah orang tuanya di
alamat tersebut di atas,antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah

rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,Penggugat merasa

sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan
berkeseimpulan  bahwa  Tergugat adalah suami yang tidak

bertanggungjawab;
7. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam

perkara ini;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas,Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;
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SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah
pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator
Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan Mediasi Pengguat telah
datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dua kali dipanggil secara
resmi dan patut, tetap tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa :
A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septi Ayu Nadilah,
NIK. 332806449970004 tanggal 02 November 2017, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal,
bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan
dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal Nomor: 0284/038/V/2017,
tanggal 18 Mei 2017, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya,
bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B.Bukti Saksi :
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1. Siti Rahayu binti Saman, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Desa Slarang Kidul RT 008 RW 002 Kecamatan XXXX
Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu
kandung Penggugat;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terakhir di rumah orang tua penggugat di alamat Desa Slarang Kidul,
Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak ;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun, namun sejak Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat
disebabkan ekonomi;

- ba
hwa sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat
kediaman bersama;

4 ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang
lebih 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang
menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya
selayaknya seorang suami;

-bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Nur Yani binti Kasan, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan lIbu Rumah Tangga, tempat
tinggal di Desa Slarang Kidul RT 008 RW 002 Kecamatan XXXX
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Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
tetangga Penggugat;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terakhir di rumah orang tua penggugat di alamat Desa Slarang Kidul,
Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak ;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun, namun sejak Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat
karena ekonomi ;

- ba
hwa sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat
kediaman bersama;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang
lebih 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang
menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya
selayaknya seorang suami;

-bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan
mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian
Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar
mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan
demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82
Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah
pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H.
Fatkhul Yakin, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya
mediasi melalui mediator.juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada
persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di
persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang
ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka
gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di
luar hadirnya Tergugat (contradictoir), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., Hukum
Acara Perdata, Sinar Grafika, 2006, him. 875);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam
rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan

Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa Tegugat tidak ada menyampaikan tanggapan dan
juga jawaban dalam perkara ini karena pada persidangan selanjutnya Tergugat
tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya tidak ada yang perlu

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban
Tergugat , akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan
juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada
pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh
adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan

Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan
Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara
ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a
quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau
orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk

mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-
pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu ibu kandung
Penggugat dan tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam
perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
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Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage) dan sudah

tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah
dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan
persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut
bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-
undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan
mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ekonomi /
selingkuh / perselisihan tempat tinggal kemudian sejak tahun 2018 Tergugat
telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang
Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun adalah fakta
yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172
HIR.

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan
kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan
pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan
lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dali
gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil
kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran
dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan
sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi selama
kurang lebih 1 tahun dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan
dalil-dalil gugatannya ;
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Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas
keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim
menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 18 Mei 2017
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
terakhir di rumah orang tua penggugat di alamat Desa Slarang Kidul,
Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak ;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun  Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat
karena ekonomi;

- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat
kediaman bersama ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama
kurang lebih 1 tahun; dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang
menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya
selayaknya seorang suami;

- Bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga
Penggugat maupun Tergugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun

kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh
Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang terus menerus yang disebabkan ekonomi, dan sekarang
Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun dan
selama pisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya

seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh
pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam

proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-
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undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan

kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian
antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, vyaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat sejak sampai dengan tahun 2018, Majelis
Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam
klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang
semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan
untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah
selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu masing-masing sudah tidak
melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat
untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna
kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan
Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta
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mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling
memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah
tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun
dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum
ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah
dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi
keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus
ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah
fighiyyah yang berbunyi:

wls (e oo 8 oo _wl _a ollsl,H
o | SN |

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis
Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fighus Sunnah Juz II

halaman 248 yang berbunyi:

ol a4z g )l dinns uolidl saJ lyges cani Isls
olgs aro Glouw Loo slsu Y1 olSg ol ol ucl
Mo VI e olidl jacg loglliol (yus 6 mianll

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan

dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2)
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81
Rv.maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan secara contradictoir dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat

dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp731000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH.
sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir,
S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Waskito, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 50.000,-
PNBP Pangglan 1 Penggugat : Rp 10.000,-
PNBP Panggilan 1 Tergugat : Rp 10.000,-
Biaya Pemanggilan : Rp 615.000,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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